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1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pernbentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tarnbahan Lernbaran Negara 

' Republik Indonesia Nomor 4389); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2004 Nornor 
125, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebaqaimana tetah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
59, Tambahan l.ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

Mengingat 

a. bahwa telah terjadi beberapa perubahan terhadap Undang-Undang 
rnaupun Peraturan Pernerintah yang rnenjad' dasar pernbentukan 
Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nornor 1 Tahun 2008 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pirnpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara; 

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebaqalmana dirnaksud dalarn 
huruf a, perlu rnernbentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nornor 1 Tahun 2008 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan . Pirnpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara. 

Menirnbang 

BUPATI BATU BARA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERA TU RAN DAE RAH NO MOR 1 T AHUN 2008 TENT ANG 

KEDUDUKAN PROTOKOLER. DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA 

TENT ANG 

TAHUN d-01/. NOMOR 3 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA 

BUPATI BATU BARA 
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4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudu'<an 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan da.i Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RE>yublik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintoh Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tarnbchan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 T1hun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, Pemerntahan Daerah Kabupaten I Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 O Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2008 Nomor 1 ). 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran 
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang 
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta 
Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi lntensif dan Dana 
Operasional. 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pembentukan 
Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik 1-ndonesia Nomor 4681 ); 
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1. Ketentuan Pasal 1 angka 9, angka 17 dan angka 30 diubah, diantara 
angka 17 dan 18 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 17 a dan angka 17 

b, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

1. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten 
Batu Bara yang terdiri dari Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, 
Sadan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat 
kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. 

2. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Batu 

Bara. 
3. Badan Legislasi Oaerah adalah Badan Legislasi Daerah DPRD 

Kabupaten Batu Bara. 
4. Sadan Anggaran adalah Sadan Anggaran DPRD Kabupaten Batu Bara. 
5. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang dicer ,kan 

setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubunqan dengan 
kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau 3ekretaris Sadan 
Musyawarah atau Komisi atau Sadan Legislasi Daerah atau Badan 
Anggaran atau Sadan Kehormatan atau alat kelengkapan lainnya. 

. 
l 
\ 
t 

Pasal I 
'Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 

1 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoier dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2008 Nomor 1 ), diubah 

sebagaiberikut: 

PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN zcos TENTANG 
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGANG PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN BATU BARA. 

PERUBAHAN TENT ANG DAE RAH ATAS PERATURAN Menetapkan 
.. 

MEMUTUSKAN : 

BUPATI BATU BARA, 

dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA 

Dengan Persetujuan Bersama 
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Pasal 17 
(1) Tunjangan Komunikasi lntensif sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 11 

ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan 

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. 

I 
I 
~ 

4. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, ayat (3) dan ayat (4) dihapus dan 

ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 

17 berbunyi sebagai berikut : 

Pasaf 16 

.Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk c.alarn Badan Musyawarah atau 

Komisi atau Badan Legislasi Daerah atau Badan Anggaran atau Badan 

Kehormatan atau alat kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan 

tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut : 

a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan 

Ketua DPRD; 

b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua 

DPRD; 

c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari tuniancan jabatan Ketua 

DPRD; 

d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua 

DPRD. 

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

I 
t 

I 
t 
! 
t 

t 
t 
! 

a. Uang Representasi; 

b. Tunjangan Keluarga; 

c. Tunjangan Beras; 

d. Uang Paket; 

e. Tunjangan Jabatan; 

f. Tunjangan Sadan Musyawarah; 

g. Tunjangan Komisi; 

h. Tunjangan Badan Legislasi Daerah; 

i. Tunjangan Badan Anggaran; 

j. Tunjangan Sadan Kehormatan; 

k. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya. 

Pasal10 

Penqhasiian Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari : 

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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Pa~al26 
(1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam 

menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan ua, 19 duka sebesar 2 

(dua) kali uang repsentasi. 
(2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalarn 

menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 
(enam) kali uang repsentasi. 

(3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah, yang 

besamya diatur dengan Peraturan Bupati. 

5. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai 

berikut: 

r 

t 
! 

, 

(6) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah se<iang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ·,·unjangan Komunika'ii 
lntensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dlberikar. paling banyak 2 

(dua) kali uang repsentasi Ketua DPRD. 

(7) Bagi daerah dengan kemarnpuan keuanqan daerah rendah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Tunjangan Komunikasi 
lntensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 1 
(satu) kali uang repsentasi Ketua DPRD. 

(Ao ... 

(2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu : 

a. diatas Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah) 

dikelompokkan pada kemampuan keuanqan daerah tinggi; 

b. diatas Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) sampai 

dengan Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah) 

dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang; 

c. diatas Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) 

dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah. 

(3) Dihapus. 

( 4) Dihapus. 

(5) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, Tunjangan Kcsnunikasi lntensif bagi 

Pimpinan dan Anggota DPRD dleerikan paling banyak 3 (tiga) kali uang 

repsentasi Ketua DPRD. 
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Pasal30 

(1) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, Belanja 

Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 

29 disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang repsentasi Ketua 

DPRO ditambah 4 (empat) kali uang junlah uang repsentasi seluruh 

Wakil Ketua DPRD. 

(2) Bagi daerah dengan kemarnpuan keuangan daerah sedang, Belanja 

Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

7. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
i

· . . 
. 

t 
i. 
f 

I 
t 

Pasal27 

(1) Pimpinan atau Anggota OPRO yang menjnggal dunia atau mengakhiri 

masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian. 

(2) Besamya uang jasa pengabdian sebagaimana di.naksud pada ayat (1) 

disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggc-ta DPRD dengan 

ketentuan: 

a. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh 

dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang repsentasi. 

b. masa bakti sampai 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 

(satu) bulan uang repsentasi. 

c. masa bakti sampai 2 (dua) tahun, diberikan uanq jasa pengabdian 2 
(dua) bulan uang repsentasi. . 

d. masa bakti sampai 3 (tiga) tahun, uiberikan uanq jasa pengabdian 3 

(tiga) bulan uang repsentasi. 

e. masa bakti sampai 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 

4 (empat) bulan uang repsentasi. 

f. masa bakti sampai 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 

setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang repsentasi. 
' 

(3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninqqal dunia, uang jasa 

pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada 

ahli warisnya. 

(4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang 

bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara horrnat sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

I 

f 

I 
I 
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k 

l 
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6. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf b diuban dan ditambah 3 (tiga) huruf, 

yakni huruf d, huruf e, dan huruf f, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai 

berikut: 
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA 
TAHUN NOMOR 

ERWIN; SE 
PEMBINA UT AMA MUDA 
NIP. 195604241980031029 

l 
Diundangkan di Lima Puluh 
pada tanggal 19 J"f/'pf:tlmtAr d-011 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA 

Subbag ... 
Baglan I!' 

.. 

Kabupaten Batu Bara. I 
I 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Peraturan Daerah ini mulai ber1aku pada tanggal diundar.gkan. 

Pasalll 

ditambah 1 Y2 (satu seperdua) kali uan;: jumlah uang repsentasi seluruh 

Wakil Ketua DPRD. 

Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

29 disediakan paling banyak 2 (dua) kali uanq repsentasi Ketua DPRD 

(3) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah rendah, Belanja 

DPRD ditambah 2% (dua seperdua) kali uang jumlah uang repsentasi 

seluruh Wakil Ketua DPRD. 

29 disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang repsentasi Ketua 
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA 
TAHUN NOMOR 

ERWIN, SE 
PEMBINA UTAMA MUDA 
NlP.195604241980031029 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA 

Diundangkan di Lima Puluh 
pada tanggai 19 ~~-/pm/::qr .J.cl/ 

BUPATI BATU BARA, 

Ditetapkan di Lima Puluh 
pada tanggal 14 ~rpbr»bflrt:J()I/ 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Oaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Batu Bara. 

Pasalll 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

29 disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang repsentasi Ketua 

DPRD ditambah 2Y:z (dua seperdua) kali uang jurnla.i uang repsentasi 
seluruh Wakil Ketua DPRD. 

(3) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah rendah, Belanja 

Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

29 disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang repsentasi Ketua DPRD 
ditambah 1 Y2 (satu seperdua) kali uang jumlah uang repsentasi seluruh 
Wakil Ketua DPRD. 
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